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Ringkasan:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Inovasi Pelayanan “Administrasi Dukcapil 

Huruf Braille (Aduh Bra)” Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan Pencatatan 
Sipil Kota Malang. Administrasi Dukcapil Huruf Braille (“Aduh Bra” adalah bentuk inovasi 
dokumen kependudukan berhuruf braille ini sebagai bentuk terobosan akan perwujudan Kota 
Malang yang ramah disabilitas. Melalui inovasi ini warga Kota Malang yang berkebutuhan 
khusus terutama kaum disabilitas dapat membaca dan memahami dokumen kependudukannya 
secara mandiri. Undang-undang penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk 
kepedulian pemerintah sebagai jaminan kepada masyarakat yang memiliki kelainan disabilitas. 
Masalah yang mengenai bagaimana Inovasi Pelayanan “Administrasi Dukcapil Huruf Braille 
(Aduh Bra)” Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota 
Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
penentuan informan adalah snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
penelitia ini menunjukan bahwa Inovasi Pelayanan “Administrasi Dukcapil Huruf Braille (Aduh 
Bra)” Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang 
yaitu dilihat dari keuntungan, kesesuaian, kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Sedangkan 
untuk factor pendukung perjanjian Kerjasama (PKS) antara dinas kependudukan dan dinas 
sosial. Sedangkan factor penghambat yaitu dari sumber daya manusi yang memiliki dedikasi 
lebih dalam melayani dengan tinggkat kesulitan yang tinggi.   

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Kependudukan, Disabilitas. 
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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan yang wajib 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah bersama aparaturnya untuk 

memenuhi hak warga negara dalam mewujudkan dan dapat memberikan 

kepuasan maksimal kepada masyarakat yang dilayani. Pelayanan publik 

oleh instansi pemerintah kepada masyarakat tentunya berdasarkan aturan-

aturan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah terkait. Di mana dalam 

suatu negara dilaksanakan dalam berbagai bidang berupa pelayanan 

barang dan jasa publik termasuk administrasi publik. 

Pelayanan publik yang baik merupakan pelayanan yang tentunya 

memenuhi standar kualitas pelayanan. Kinerja pelayanan publik 

merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang apa dan siapa 

masyarakat itu. Maka dari itu penyelenggara pelayanan publik harus 

berasaskan keadilan sosial tanpa unsur diskriminatif (pandang bulu). 

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, adapun ciri pelayanan publik dikatakan baik jika 

meningkatkan tingkat kepuasan publik, harus sesuai dengan undang-

undang, kesamaan hak, profesionalitas, partisipatif, akuntabilitas, fasilitas 

dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta memberikan 

kemudahan dan ketergantungan. Sehingga seluruh masyarakat dapat 

memperoleh haknya sebagai warga negara tanpa terkecuali karena 

substansi pelayanan publik adalah memberi pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat serta memenuhi visi dan misi dalam 

menyelenggarakan good governance. 

Dalam pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan hingga saat ini belum optimal, masyarakat belum sepenuhnya 

merasakan pelayanan yang masif sehingga menimbulkan persepsi buruk 

dari masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik yakni 

pemerintah. Masih ada diskriminasi dalam praktik pelayanan publik bagi 
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kelompok rentan seperti penyandang disabilitas meski prinsip-prinsip atau 

asas pelayanan publik berlaku untuk semua masyarakat. Akses pelayanan 

publik yang diberikan pemerintah bagi penyandang disabilitas saat ini 

belum memberikan pelayanan sesuai dengan hak- hak kaum disabilitas. 

Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, paradigma yang terus berkembang di 

masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali dipersepsikan 

sebagai hukuman akibat perbuatan yang menyalahi norma masyarakat dan 

agama (Ombudsman, 2020).  

Dengan demikian, jelas bahwa pelayanan oleh pemerintah harus 

berdasarkan asas keadilan yang berperikemanusiaan terhadap masyarakat 

yang berkebutuhan khusus seperti penyandang difabel sebagai salah satu 

kelompok rentan dalam berbagai taraf usia seperti lanjut usia, wanita dan 

anak-anak agar pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh elemen 

masyarakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan. (Kawanhukum, 2021).  

Dalam pelayanan publik yang berkualitas bagi mereka yang 

berkebutuhan khusus atau difabel merupakan salah satu tuntutan sebagai 

bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia, di mana dalam hak asasi 

manusia disebut sebagai penjaminan akan keberlangsungan hidup yang 

aman bagi masyarakat oleh pemerintah. Difabel harus diperlakukan sama 

dan tidak boleh ada unsur diskriminatif. Undang-undang penyandang 

disabilitas merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah sebagai 

jaminan kepada masyarakat yang memiliki kelainan disabilitas. 

(kompasiana.com, 2022). 

Salah satu langkah pemerintah Kota Malang dalam memberikan 

pelayanan bagi kaum disabilitas adalah dengan Inovasi Pelayanan 

“Administrasi Dukcapil Huruf Braille (Aduh Bra)” Bagi Penyandang 

Disabilitas. Inovasi Pelayanan “Administrasi Dukcapil Huruf Braille (Aduh 

Bra)” adalah bentuk inovasi dokumen kependudukan berhuruf braille ini 

sebagai bentuk terobosan akan perwujudan Kota Malang yang ramah 

disabilitas. Melalui inovasi ini warga Kota Malang yang berkebutuhan 

khusus terutama kaum disabilitas dapat membaca dan memahami 

dokumen kependudukannya secara mandiri. (Repjogja.go.id, 2022) 

Melihat permasalahan diatas sebagai acuan maka peneliti hendak 

melakukan penelitian di bawah judul “Inovasi Pelayanan Administrasi 
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Dukcapil Huruf Braille (Aduh Bra)” Bagi Penyandang Disabilitas di 

Kota Malang” sehingga peneliti dapat mengetahui lebih lanjut inovasi yang 

ada di Kota Malang ramah disabilitas Pemkot Kota Malang bersama Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan sipil membentuk inovasi bagi penyandang 

disabilitas khususnya penyandang netra dalam standar pelayanan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, belum ada kesamaan hak 

pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Inovasi pelayanan “Aduh Bra” bagi 

penyandang disabilitas pada Dispendukcapil Kota Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Inovasi 

pelayanan “Aduh Bra” bagi penyandang disabilitas pada 

Dispendukcapil Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan “Administrasi 

Kependudukan Huruf Braille (Aduh Bra)” bagi penyandang 

disabilitas pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota 

Malang.  

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik bagi 

penyandang disabilitas pada Dispendukcapil Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap 

penyandang disabilitas pada inovasi pelayanan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan alternative referensi sehingga dapat dilakukan 

pengembangana penelitian serupa serta dapat memberi motivasi, 

sasaran dan petunjuk dalam pengembangan inovasi pelayanan 

publik. 
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